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MOTrtO:

"Hal orang-orang yang beriman!, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu"

(QS. At-Tahrtm:6)

“Berbuat baik Itu dimulai dari yang kecil, dari dlrl sendiri

dan dari sekarang"

KppersemBaRfyn fyfuuGmt JlHafi 

SWT. semata, serta se6agai wujud rusa 

syu^jir dan pengaSdtanhp hgpada: 

y Ayah dan I6ufy tercinta 

^ Saudara-saudara!^ dan segenap 

fyCuarga

y <Para pemBeri i/mu 

y Ahnamaterfji
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memang merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Namun, tidak hanya 

pajak yang memberikan sumbangsih untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di 

suatu Negara. Bisa juga retribusi daerah atau pungutan lainnya, tergantung aturan 

tentang pendapatan negara dari masing-masing negara yang menerapkan. Pada 

umumnya Negara mempunyai sumber-sumber pendapatan Negara yang terdiri dari : 1 

(a) Bumi, air dan kekayaan alam; (b) Pajak-pajak, bea dan cukai; (c) Penerimaan

Negara bukan pajak (Non Tax); (d) Hasil perusahaan Negara; dan (e) Sumber-sumber

lain seperti pencetakkan uang dan pinjaman.

Dari sumber-sumber pendapatan negara di atas, maka setiap warga berhak

menikmati hasil dari Negara, sarana dan prasarana sebagai bentuk wujud 

pembangunan. Tapi, sebelumnya setiap warga Negara pun memberikan kewajibannya 

kepada Negara yakni pajak-pajak atau iuran-iuran lainnya. Di Indonesia, pajak yang 

sebagai salah satu pemasukkan untuk Negara memberikan fungsi yang bermanfaat 

untuk masyarakat. Wujud alokasi pajak tersebut disalurkan pada bidang pendidikan, 

kesehatan dan pembangunan kota. Bahkan, pajak tersebut dapat membayar utang dan 

menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Secara nyata, bahwa penerimaan pajak

H. Bohari, SH, MS, Pengantar Hukum Pajak, Cet keempat, PT Raja Grapindo Persada 
Jakarta, Mei 2004, halaman 11
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dari tahun ke tahun selalu meningkat namun terhadap kesejahteraan dan angka 

kemiskinan pun tidak menurun bahkan sebaliknya. Di Tahun 2004, 51% lebih uang 

pajak hanya digunakan untuk membayar utang.2 Menurut Revrisons Raswin, utang 

Indonesia memang sudah sedemikian besarnya sehingga termasuk lima besar Negara 

pemghutang di dunia bersama Brasil, Rusia, Mexico dan China.3

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia 

belum mampu menerapkan sistem ekonomi Islam dalam hal pembangunan ekonomi 

dan kepentingan masyarakat sehingga pembebanan masih ditanggung warga negara 

dengan membayar pajak. Namun, dalam ekonomi Islam, pendistribusian 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat melalui zakat, infaq, wakaf. Dalam 

sejarah Islam, istilah zakat, infaq dan wakaf merupakan sebagian cara yang dilakukan 

oleh Rasulullah untuk membantu menurunkan angka kemiskinan baik mereka (kaum 

miskin) muslim atau tidak. Sehingga zakat, infaq dan wakaf termasuk dalam sumber- 

sumber pendapatan negara di zaman Rasullah saw.4

Dalam buku Pajak Menurut Syariah, menyebutkan sumber-sumber 

pendapatan Negara menurut Islam adalah ghanimah,5 sedekah,6 infaq,7 zakat,8 ‘ushr,9

dan

2 GusFahmi, Pajak Menurut Syariah, PT Raja Grapindo Persada; Jakarta, 2007, halaman 10
3 Ibid,
4 lbid9 halaman 86

Ghanimah berarti harta rampasan perang, yakni harta yang diperoleh oleh kaum muslimim 
melalui perangan melawan kaum musyrikin. Ibid halaman 86

6 Sedekah sering dipersamakan dengan infaq, sedekah adalah harta yang dikeluarkan baik 
bersifat materi maupun non materi. Ibid halaman 94

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang 
diperintahkan ajaran Islam. Ibid halaman 101

8 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim jika telah mencapai nisab 
tertentu dan waktu tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (delapan nisab). Ibid 
halaman 103
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fay’i,10 jizyah,11 kharaj,12 ‘ushr (bea cukai),13 pajak atas pertambangan dan harta 

karun,14 waqaf,15 dan beban-beban lain (pajak-pajak lain). Sumber-sumber 

pendapatan negara ini di zaman Rasululullah Saw, digunakan diantaranya untuk 

membantu kesejahteraan kaum miskin, untuk pembangunan di berbagai sektor dan 

bantuan-bantuan lainnya yang bersifat sosial. Bagi mereka (kaum muslimin di 

Rasulullah Saw) bantuan yang mereka berikan kepada negara adalah salah satu 

bentuk cinta dan patuh kepada Rasulullah dan sang Khalik dalam rangka jihad untuk 

mengharap surga-Nya.17

Di lihat dari tujuan tersebut, bahwa diantara sumber-sumber pendapatan 

negara menurut Islam adalah sebagai manifestasi sosial, yakni untuk hidup tolong- 

menolong. Di Indonesia penerapan dari sumber-sumber pendapatan negara tersebut

zaman

adalah zakat, infaq dan wakaf. Tapi, ketiga hal ini bukan dimasukkan untuk

4 Ushr berarti sepersepuluh, yakni pajak yang diberikan dengan besar sepersepuluh atas lahan 
pertanian (yang disirami dengan air hujan). Ibid halaman 113

10 Fay’i adalah harta yang didapat dari musuh tanpa melalui peperangan, seperti tanah. Ibid
halaman 118

11 Jizyah adalah kewajiban membayar biaya hidup oleh penduduk non muslim yang tinggal di 
negara Islam atas perlindungan hidup dan kebebasan menjalankan ibadah agama mereka. Ibid halaman
119

12 Kharaj adalah pajak atas sewa tanah kaum musyrikin kepada kaum muslim. Ibid halaman
126

13 Ushr berarti sepersepuluh, untuk bea cukai berarti pajak yang dibebankan kepada para 
pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang-barang dagangan. Ibid 
halaman 130

14 Pajak atas pertambangan dan harta karun adalah segala barang tambang yang mengandung 
emas, perak dan besi yang ditemukan di tanah muslimin. Seperlima hasilnya harus diserahkan kepada 
negara. Ibid halaman 133

15 Wakaf adalah pengalokasian harta yang digunakan untuk kepentingan umat dimana 
pokoknya atau substansinya ditahan sedangkan hanya manfaatnya saja yang digunakan sesuai syari’ah. 
Ibid halaman 134

Pajak-pajak lain (beban-beban lain) misalnya pajak hadiah, beban atas pabrik Ibid halaman 

17 Ibid, halaman 151
136
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pendapatan negara melainkan pendapatan dari masyarakat yang langsung bermanfaat

bagi masyarakat lainnya. Sehingga mampu untuk membantu pemerintah dalam hal

kesejahteraan sosial, misalnya mengurangi tingkat kemiskinan. Namun begitu,

instrumen ekonomi ini bukan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh setiap

warga negara (kecuali zakat, wajib untuk muslim), tetapi manfaat yang diberikan

sangat berpengaruh untuk kemaslahatan umat.

Salah satu dari sumber pendapatan Negara menurut Islam tersebut yang

memiliki keistimewaan adalah wakaf. Sebab, wakaf bagi pelakunya mempunyai

hubungan spiritual juga terhadap bidang sosial ekonomi. Yakni, manifestasi rasa

keimanan kepada Tuhan dan adanya rasa solidaritas yang besar kepada masyarakat.

Wakaf sebagai perekat hubungan, “hablum minallah, wa hablum minannas”,

hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.18

Dalam hadits Rasululllah saw, bahwa wakaf adalah termasuk salah satu amal jariyah

yang bermanfaat sehingga hadits ini pula yang menjadi rujukan atau sandaran tentang

hukum wakaf. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah :

“Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila mati seorang 
(anak adam) habislah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, 
ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendoakannya” (HR 
Muslim).

Walaupun secara jelas wakaf tidak disebutkan, tetapi ulama sepakat bahwa 

yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Menurut arti logat, wakaf yang 

berasal dari kata waqaf berarti berhenti, maksudnya berhenti jadi obyek dalam lalu

manusia

Drs. H Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, cet pertama, Ciputat Press; Jakarta, 
Nopember 2005, halaman 3
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lintas perdagangan, tidak boleh dijadikan obyek transaksi, hanya manfaatnyalah yang 

boleh diambil oleh pihak yang dimaksudkan sebagai penerima hasil benda yang 

diwakafkan itu.19

Berbicara tentang wakaf, sangat identik dengan objek wakaf tanah atau 

bangunan. Namun, harta wakaf berkisar tentang tanah yang diperuntukkan untuk 

pembangunan sarana ibadah seperti masjid, mushola atau tanah pemakaman. Dalam 

hal pembangunan tersebut wakaf telah mampu memberikan dampak yang positif 

terhadap potensi ekonomi keumatan. Wakaf dapat dikatakan merupakan salah satu 

dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial di samping 

zakat dan infaq di atas.

Di Indonesia wakaf lebih ditekankan pada persoalan wakaf tanah, ini bukan 

berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah 

sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, 

apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi. Sehingga ada kecenderungan mereka yang berwakaf adalah 

orang-orang kaya saja yang memiliki harta tanah dan mempunyai jiwa sosial yang 

tinggi dengan peruntukkan untuk kepentingan umat.

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilakukan sejak dahulu adalah hanya dengan 

pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan

Andi Tahnr Hamid, SH, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama & Bidangnya, cet 
pertama, penerbit Sinar Grafika; Jakarta, Oktober 1996, halaman 76

0 Dr. Helmi Karim MA, Fiqh Muamalah, cet ketiga, PT Raja Grapindo; Jakarta, 2002
halaman 116
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wakaf tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau 

beralih fungsi dan akhirnya status wakaf kabur.21 Beranjak dari hal administrasi 

tersebut Indonesia mulai membuat peraturan tentang perwakafan, sebagai petunjuk 

jelas tentang apa dan bagaimana pengelolaan wakaf di Indonesia ini. Karena selama 

ini kejelasan wakaf khususnya hanya bersinggungan pada hukum Islam saja.

Dalam peraturan di Indonesia, permasalahan wakaf tersebar dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Dalam pasal 49 Undang- 

Undang Pokok Agraria (UU PA) disebut tentang hak-hak atas tanah untuk keperluan 

suci dan sosial. Pada ayat (3) pasal 49 UU PA itu menyatakan bahwa perwakafan

tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan pemerintah

yang mengatur perwakafan tanah milik di Indonesia baru dikeluarkan setelah 17

tahun berlaku UU PA yaitu pada tahun 1977. Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah

Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang 

Perwakafan Tanah Milik diiringi dengan serangkaian Peraturan Pelaksanaan oleh 

Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dan beberapa instruksi Gubernur 

Kepala Daerah.22 Tidak hanya UU PA dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 

1977, tetapi juga Kompilasi Hukum Islam pada Buku III mengatur tentang wakaf.

Dengan hadirnya PP No 28 Tahun 1977 ini dan Kompilasi Hukum Islam 

sebagai rujukan, hingga sekarang belum memberikan pandangan yang jelas tentang

^ Drs. H Abdul Halim, Op cit halaman 4-5
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf cet pertama, Penerbit 

Universitas Indonesia (UI Press); Jakarta, 1988 halaman 79
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(

pelaksanaan dari wakaf di Indonesia. Apakah sosialisasi tentang peraturan wakaf 

kurang mengena di masyarakat atau pelaksanaan wakaf tersebut yang belum optimal 

sehingga bersifat tradisional? Dari data Departemen Agama Republik Indonesia, 

hingga Oktober 2007 jumlah tanah wakaf di Indonesia sebesar 2, 7 miliar persegi 

yang berada di 366.595 lokasi.23 Memang, walaupun kesadaran umat Islam tinggi 

untuk memberikan tanah wakaf namun pelaksanaannya minim dan belum dikelola 

baik. Pada umumnya di Indonesia, peruntukkan harta wakaf hanya untuk 

kepentingan ibadah saja misalnya tanah diwakafkan untuk dibangun masjid, mushola 

atau pemakaman, sehingga kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi 

mayarakat. Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi 

msayarakat, maka perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai 

berbagi hal yang berkenaan dengan perwakafan baik yang berkenaan dengan masalah 

wakif (orang yang berwakaf), maukuf b ih (barang yang diwakafkan), nadzir maupun
a

penegelolanya. Sehingga dengan pemahaman yang benar wakaf akan sesuai dengan 

tujuan yang sesungguhnya baik bagi wakif maupun untuk kemaslahatan umat itu 

sendiri.

secara

Berkenaan dengan harta wakaf, tidak hanya di Indonesia, namun, pada 

Negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, wakaf dikenal tidak hanya pada 

objek tanah atau bangunan saja tetapi telah berkembang pada harta bergerak seperti

23 BWI Canangkan Gerakan Wakaf Tunai, www.bw-net.co.id, _Situs Resmi Badan Wakaf 
Indonsesia_ di akses tanggal 11 Agustus 2008

Dr. Uswatun Hasanah, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan 
dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, cet kedua, Program Studi Timur Tengah dan Islam 
Universitas Indonesia; Jakarta, Oktober 2006, halaman 74.

http://www.bw-net.co.id
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uang dan surat-surat berharga lainnya. Saat ini wakaf dalam bentuk uang telah 

diterima luas dalam berbagai negara Islam seperti di Turki, Mesir, India, Pakistan, 

Singapura, Iran dan lainnya. Berbicara wakaf uang (tunai) di era modem, tidak 

terlepas dari peran Prof.Dr.M.A. Mannan dari Bangladesh yang telah mempopulerkan 

istilah wakaf tunai (Cash Waqf Certificate) yaitu dengan mendirikan SIBL (Social 

Investment Bank Limited) yang berfungsi sebagai badan yang menggalang dana dari 

orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada 

rakyat miskin yang membutuhkan.

Terhadap wakaf uang ini, tidak semua kalangan ulama menyepakati, sebab 

telah menjadi kebiasaan terhadap benda wakaf adalah benda tidak bergerak seperti 

tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sedangkan pada wakaf 

harta tidak bergerak, khususnya uang, timbul perbedaan pendapat yang menjadi 

perhatian besar adalah jika uang diwakafkan maka wujud uang tersebut akan lenyap 

ketika dibayarkan atau digunakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Imam Al-

Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri (wafat tahun

124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang) yang berlaku di Timur

Tengah boleh diwakafkan, caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu

Prof. Mannan, pakar ekonomi Islam asal Bangladesh mengemukakan bahwa sertifikat wakaf 
tunai cash waqf certificate SWT merupakan upaya inovasi financial di bidang perwakafan. Lihat di 
Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam; Jakarta 2006, halaman 113
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sebagai modal usaha dagang, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai 

wakaf.26

Melihat kenyataan tentang manfaat wakaf uang yang memiliki potensi yang 

cukup besar terhadap ekonomi khususnya untuk menyejahteraan masyarakat, 

Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan Fatwa 

tentang Wakaf Uang. Fatwa MUI ini mengatakan bahwa wakaf uang dibolehkan dan 

hanya digunakan untuk hal-hal yang syar’i. Namun, fatwa ini hanya sekedar 

informasi kepada maysarakat tentang kebolehan wakaf uang.

Dalam fatwa MUI tersebut belum memberikan pengetahuan yang jelas 

terhadap pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Maka pada tahun 2004, Pemerintah 

Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf. Undang-undang ini adalah sebuah penantian yang sangat panjang sebagai 

payung hukum kepada masyarakat terhadap wakaf terlebih ruang lingkup wakaf itu

sendiri. Dalam penjelasannya, bahwa ruang lingkup wakaf tidak hanya sebatas wakaf 

harta tidak bergerak saja seperti tanah atau bangunan yang diperuntukkan terhadap 

tujuan ibadah, tepapi juga disebutkan terhadap harta wakaf bergerak seperti uang dan 

surat berharga lainnya. Dan peruntukkannya tersebut tidak hanya untuk kepentingan 

sosial ibadah semata, melainkan potensi ekonomi dan manfaat luas bagi masyarakat. 

Sehingga perbincangan terhadap wakaf uang pun terjawab sudah di Indonesia.

26 Abu As-Su’ud Muhammad, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta 2006, halaman 2
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Terhadap wakaf uang ini, jika mampu diterapkan secara baik dan optimal di 

Indonesia, seperti negara-negara Islam lainnya insya Allah mampu memberikan 

dampak positif yang besar terhadap ekonomi masyarakat dan mampu untuk dapat 

membantu Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan kesejahteraan 

masyarakat bahkan untuk membayar utang sekalipun. Ini berarti wakaf menjadi 

“bantuan masyarakat” untuk membantu Pemerintah. Tetapi, dengan adanya Undang- 

Undang ini juga memberikan pemahaman yang baik terhadap nadzir (sebagai 

pengelola wakaf) untuk mampu mengelola wakaf secara profesional untuk 

kepentingan umat.

Oleh karena itulah, Penulis tertarik mengangkat tema ini ke dalam sebuah 

penulisan skripsi dengan judul: Optimalisasi Wakaf Tunai (Uang) Terhadap 

Potensi Ekonomi dan Asas Kemanfaatan Bagi Umat dalam Perspektif Undang- 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf»

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pengoptimalisasian wakaf tunai (Uang) Terhadap Potensi 

Ekonomi dan Asas Kemanfaatan Bagi Umat dalam Perspektif Undang- 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf?

2. Bagaimanakah pelaksanaan wakaf tunai (Uanga) tersebut dalam Undang- 

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah
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Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang wakaf?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengoptimalisasian wakaf tunai

(uang) terhadap potensi ekonomi kemasyarakatan.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf tunai (uang) dalam penerapan

peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta 

dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum 

Islam bagian ekonomi masyarakat pada umumnya dan khususnya mengenai 

wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan 

pengelolaan yang bersifat tradisional dalam rangka untuk 

mengoptimalisasi fungsi wakaf tunai terhadap potensi ekonomi.
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b. Dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai pelaksanaan dan 

pengelolaan wakaf tunai yang professional bagi masyarakat pada 

umumnya dan penulis pada khususnya.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan supaya

analisisnya lebih terarah dan sesuai dengan judul penulisan yaitu optimalisasi wakaf

tunai (uang) terhadap potensi ekonomi dan asasn kemanfaatan bagi umat dalam

perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Maka penulis

membatasi pembahasan dengan memberikan permasalahan yang teijadi dalam

perwakafan dan manfaat dari wakaf uang tersebut sebagai solusi optimalisasi

terhadap potensi ekonomi.

Di samping itu, penulis juga memberikan analisis pelaksanaan wakaf yang 

didasarkan pada UU Wakaf dan PP 42 serta manajemen terhadapa wakaf tunai (uang) 

itu sendiri dan operasionalisasi wakaf uang.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian dan Metode Pendekatan

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

nomatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian ta

WG(£
•fc* o
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sekunder.27 Penelitian ini menggunakan data kepustakaan ditambahkan

dengan data lapangan sebagai data penunjang atau tambahan.

2. Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai

data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-

28bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan peraturan- 

peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul tersebut.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur, hasil- 

hasil penelitian, seminar, dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai

keterkaitan dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

berupa koran, majalah, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan referensi-

referensi lainnya yang relevan.

Ronny Hamtijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1985,
halaman 24.

28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia; Jakarta, 1986,
halaman 52.
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3. Metode Pengumpulan Data

Data Sekunder, diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (Library 

Research), yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin- 

doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual, yang berkaitan 

dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang- 

undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum, dan karya tulis ilmiah di

bidang hukum lainnya., kamus, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan

dengan lengkap, maka data diolah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan

meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan 

lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses 

editing ini meliputi: keterbacaan tulisan atau catatan pada waktu 

mengumpulkan data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, dan 

keseragaman satuan data.29 Setelah data diolah, maka data tersebut dianalisis 

secara kualitatif, artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan 

cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang 

bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga akan dapat menjawab 

permasalahan yang ada.

semua

29 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo; Jakarta, 1998, halaman
129.
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